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PENGANTAR REDAKSI

Menjelang akhir tahun 2013 ini, Jurnal Negara Hukum tetap memuat kajian dan analisis
hukum dalam berbagai bidang kajian hukum, seperti hukum ekonomi, hukum tata Negara, dan
hukum internasional. Publikasi tulisan-tulisan yang dimuat dalam Jurnal ini dilakukan setelah
melalui proses koreksi dan seleksi berdasarkan keputusan Rapat Redaksi. Jurnal Negara Hukum
pada edisi kali ini memuat 6 (enam) tulisan. Adapun ruang lingkup bidang masalah yang
dikemukakan meliputi:

Pertama, tulisan dari Inosentius Samsul berjudul “Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan
Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan”. Tulisan ini menyoroti perkembangan perlindungan
konsumen setelah terbentuknya Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen sebagai payung hukum perlindungan konsumen. Sementara itu, UU No. 21 Tahun
2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan diberlakukan sebagai bagian dari hukum perlindungan
konsumen. Ada 2 (dua) permasalahan yang dianalisis dalam tulisan ini, yaitu pertama hubungan
perlindungan konsumen dalam UU No. 8 Tahun 1999 dan UU No. 21 Tahun 2011. Kedua,
menganalisis sinkronisasi vertikal antara UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen
Sektor Jasa Keuangan. Analisis terhadap permasalahan pertama adalah mengenai hubungan
komplementer antara UU No. 8 Tahun 1999 dan UU No. 21 Tahun 2011. UU No. 21 Tahun 2011
memperkuat hukum perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Kedua, Peraturan OJK No. 1
Tahun 2013 mengatur secara rinci tentang upaya perlindungan konsumen. Namun, masih ada
beberapa materi dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan yang tidak diatur lebih
lanjut dalam peraturan tersebut. Oleh karena itu, dalam tulisan ini disarankan, bahwa pelaksanaan
dari beberapa ketentuan dalam UU No. 21 Tahun 2011 haruslah sejalan dengan UU No. 8 Tahun
1999 untuk memperkuat sistem perlindungan konsumen di Indonesia. Di samping itu, OJK perlu
mengeluarkan peraturan tersendiri mengenai pembelaan hukum yang belum terakomodasi dalam
Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013.

Selanjutnya, Dian Cahyaningrum menulis tentang “Aspek Hukum Perjanjian Kerja dalam
Memberikan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia dI Luar Negeri”. Dalam tulisan
ini ditegaskan bahwa perjanjian kerja memiliki arti penting untuk melindungi TKI. Untuk itu
UU No. 39 Tahun 2004 telah mengatur masalah perjanjian kerja. Namun, perjanjian kerja
ternyata belum berfungsi secara optimal untuk melindungi TKI. Dalam tulisan ini dikemukakan
beberapa penyebabnya, yaitu perjanjian kerja berbentuk baku dan substansinya ditentukan oleh
pengguna sehingga lebih mengakomodasi kepentingan pengguna. Syarat subyektif TKI yang
dipalsukan usianya tidak terpenuhi karena masih anak-anak. Penandatanganan perjanjian kerja
tidak di hadapan pejabat yang berwenang. Jangka waktu perjanjian kerja tidak diperpanjang.
TKI yang pindah kerja/majikan tidak membuat perjanjian kerja baru. Oleh karena itu, penulis
mengemukakan beberapa upaya perlu dilakukan untuk mengoptimalkan perjanjian kerja, di
antaranya PPTKIS hati-hati dalam membuat perjanjian kerjasama penempatan karena menjadi
acuan dalam membuat perjanjian kerja; pejabat perwakilan RI di negara tujuan hendaknya selektif
dalam memberikan persetujuan perjanjian kerja; penandatanganan perjanjian kerja dilakukan
di hadapan pejabat yang berwenang; syarat subyektif dan obyektif harus dipenuhi, TKI harus
memperpanjang jangka waktu perjanjian kerja yang telah berakhir jika masih ingin bekerja di luar
negeri, dan TKI yang pindah kerja harus membuat perjanjian kerja baru.
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Tulisan ketiga mengenai “Sengketa Tanah Partikelir”, ditulis oleh Luthvi Febryka Nola.
Tulisan ini menjelaskan tentang penyebab, tipologi dan upaya penyelesaian sengketa atas tanah
partikelir. Penyebab sengketa tanah partikelir ada yang langsung dan adapula yang tidak langsung
berhubungan dengan tanah partikelir. Tipologi sengketa partikelir terbagi atas 2 (dua) kelompok
besar yang saling berkaitan yaitu tipologi berdasarkan permasalahan dan aktor. Selanjutnya,
terhadap sengketa dapat diupayakan penyelesaian secara administratif, alternatif penyelesaian
sengketa atau melalui jalur pengadilan. Penyelesaian administratif dapat diterapkan pada sengketa
vertikal sederhana. Sedangkan alternatif penyelesaian sengketa diterapkan pada sengketa bertipe
horisontal. Untuk sengketa vertikal dan segitiga lebih tepat diselesaikan di pengadilan.

Tulisan yang berjudul “Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan Undang-
Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012” ditulis oleh Novianto M.
Hantoro. Dalam tulisan ini dikemukakan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan
putusan yang mengabulkan sebagian permohonan DPD berkenaan dengan kewenangannya
di bidang legislasi. Dengan menggunakan kerangka pemikiran bikameralisme dan penafsiran
konstitusi, tulisan ini menganalisis bagaimana MK melakukan penafsiran tentang kewenangan
legislasi DPD dan bagaimana melaksanakan putusan tersebut. MK menafsirkan bahwa DPD
memiliki kewenangan untuk membahas Prolegnas, mempunyai kedudukan yang sama dengan
Presiden dalam hal pengajuan RUU kepada DPR, dan tidak hanya memberikan pandangan
melainkan ikut membahas RUU bersama dengan Presiden dan DPR. Namun menurut MK, DPD
tetap tidak equal dengan DPR karena permohonan untuk memberi persetujuan terhadap RUU
dan kewenangan lebih dari sekedar memberikan pertimbangan terhadap RUU APBN; ditolak.
Meskipun Putusan MK sifatnya langsung dapat dilaksanakan, namun secara sistematis dan
komprehensif perlu adanya koordinasi dengan Presiden dan DPR untuk mengatur lebih lanjut
mekanismenya. Secara ideal, hal ini perlu dirumuskan dalam undang-undang, namun untuk
keperluan jangka pendek bisa dilakukan melalui pembentukan Peraturan Bersama.

Tulisan berikutnya, ditulis oleh Denico Doly, berjudul “Urgensi Perubahan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran”. Dalam tulisan ini dikatakan, bahwa UU Penyiaran
merupakan landasan hukum bagi lembaga penyiaran maupun regulator di bidang penyiaran dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Namun, pengaturan dalam UU Penyiaran dinilai
tidak lagi dapat menjangkau seluruh aspek kegiatan penyiaran di Indonesia. Pengaturan dalam
UU Penyiaran masih dianggap lemah oleh berbagai kalangan. Kelemahan dalam UU Penyiaran
terkait dengan upaya pelemahan KPI, Sistem Siaran Berjaringan yang tidak terlaksana, lemahnya
status kelembagaan LPE lemahnya pengaturan tentang LPK, dan belum terlaksananya pembatasan
kepemilikan LPS. Oleh karena itu, penulis menyarankan perlu adanya perubahan mendasar dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terkait dengan upaya penguatan KPI,
penegasan kembali sistem siaran jaringan, penguaran kelembagaan LPS, penguatan LPK dan
penegasan pembatasan kepemilikan LPS.

Tulisan terakhir yang dimuat dalam Jurnal ini berjudul “Undang-Undang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, yang
ditulis oleh Monika Suhayati. Dalam tulisan ini dikemukakan bahwa pendanaan merupakan salah
satu unsur utama dalam pelaksanaan kegiatan terorisme. Undang-Undang tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme mengatur mengenai upaya pemberantasan
tindak pidana terorisme dengan menggunakan sistem dan mekanisme penelusuran aliran
dana (follow the money). Namun, penulis melihat bahwa pelaksanaan pemblokiran aliran dana
terorisme dan penempatan dalam daftar terduga teroris, dan organisasi teroris yang diatur dalam
undang-undang tersebut rentan terhadap terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Indonesia
sebagai negara hukum wajib memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi
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manusia yang dijamin melalui undang-undang. Berdasarkan analisis penulis, Undang-Undang
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme telah memberikan
perlindungan terhadap hak asasi manusia yaitu dengan pengaturan mengenai pengajuan keberatan
atas pemblokiran aliran dana terorisme dan penempatan dalam daftar terduga teroris dan organisasi
teroris, pengecualian pemblokiran aliran dana terorisme, pemulihan nama baik dan hak untuk
mendapatkan kompensasi dan/atau rehabilitasi, dan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
untuk dilakukannya pemblokiran dan pencantuman dalam daftar terduga teroris.

Pemikiran-pemikiran dalam tulisan yang dimuat di dalam Jurnal Negara Hukum ini diharapkan
dapat memperluas wawasan dan pengetahuan pembaca dan dapat menjadi referensi, baik untuk
penelitian atau membuat kajian lanjutan, maupun perumusan kebijakan publik. Redaksi terbuka
untuk menerima kritik dan saran dalam rangka meningkatkan kualitas Jurnal Negara Hukum ini.
Selamat membaca.

Jakarta, November 2013

Dewan Redaksi
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PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA KEUANGAN
PASCA PEMBENTUKAN ORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Dr. Inosentius Samsul, S.H, M.H.
Abstrak

Perlindungan Konsumen di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan setelah
terbentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai payung
hukum perlindungan konsumen. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
sebagai bagian dari hukum perlindungan konsumen. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis 2 (dua)
permasalahan, yaitu pertama hubungan perlindungan konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun
1999 dan UU No. 21 Tahun 2011. Kedua, menganalisis sinkronisasi vertikal antara Undang-Undang No.
21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 Tahun
2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Analisis terhadap permasalahan pertama
adalah mengenai hubungan komplementer antara Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan UU No. 21
Tahun 2011. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 memperkuat hukum perlindungan konsumen sektor
jasa keuangan. Kedua, peraturan OJK No. 1 Tahun 2013 mengatur secara rinci tentang upaya perlindungan
konsumen. Namun masih terdapat substansi yang belum dijabarkan dalam peraturan tersebut. Ada
beberapa materi dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan yang tidak daitur lebih lanjut
dalam peraturan tersebut. Oleh karena itu, saran penting dari tulisan ini adalah pelaksanaan dari beberapa
ketentuan dalam UU No. 21 Tahun 2011 haruslah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
untuk memperkuat sistem perlindungan konsumen di Indonesia. Di samping itu, OJK perlu mengeluarkan
peraturan tersendiri mengenai pembelaan hukum yang belum terakomodasi dalam Peraturan OJK Nomor

1 Tahun 2013.

Abstract

Consumer Protection in Indonesia experienced significant growth after the enacment of Act No. 8 of 1999 on
Consumer Protection as umbrella of the consumer protection laws. Act No. 21 of 2011 on the Financial Services
Authority as part of consumer protection laws. This paper aims to analyze the two problems, the first is relationship
of the consumer protection Act No. 8 of 1999 (CP Act) and Act No. 21 of 2011concerning the Financial Services
Authority (FSA Act). Second, to analyze the vertical synchronization between the Act No. 21 of 2011 on the
Financial Services Authority with the Financial Services Authority Regulation No.1 Year 2013 on Consumer
Protection Financial Services Sector as the implementation regulation of the FSA Act. Analysis of the first problem
is the complementary relationship between the Act 8 of 1999 and Act No. 21 of 2011. Act No. 21 of 2011
strengthen consumer protection laws on the financial services sectors. Second, FSA regulation No. 1 of 2013 a
detailed set of consumer protection efforts. But there are still some substances that has not been spelled out in the
regulation. There are some substances of the Financial Services Authority Act no further stipulated in the FSA
regulation. Therefore, the important suggestion of this paper is the implementation of some provisions of the Act
No 21 of 2011 should be in line with Act No 8 of 1999 to strengthen consumer protection system in Indonesia.
In addition, the FSA should issue a separate regulation of the legal defense that has not been accommodated in the
FSA Regulation No. 1 of 2013.
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ASPEK HUKUM PERJANJIAN KERJA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Dian Cahyaningrum

Abstrak

Perjanjian kerja memiliki arti penting untuk melindungi TKI. Untuk itu UU No. 39 Tahun 2004 telah
mengatur masalah perjanjian kerja. Namun perjanjian kerja ternyata belum berfungsi secara optimal
untuk melindungi TKI. Beberapa penyebabnya adalah perjanjian kerja berbentuk baku dan substansinya
ditentukan oleh pengguna sehingga lebih mengakomodasi kepentingan pengguna. Syarat subyektif TKI
yang dipalsukan usianya tidak terpenuhi karena masih anak-anak. Penandatanganan perjanjian kerja tidak
di hadapan pejabat yang berwenang. Jangka waktu perjanjian kerja tidak diperpanjang. TKI yang pindah
kerja/majikan tidak membuat perjanjian kerja baru. Untuk mengoptimalkan perjanjian kerja perlu dilakukan
beberapa upaya diantaranya PPTKIS hati-hati dalam membuat perjanjian kerjasama penempatan karena
menjadi acuan dalam membuat perjanjian kerja; pejabat perwakilan RI di negara tujuan hendaknya selektif
dalam memberikan persetujuan perjanjian kerja; penandatanganan perjanjian kerja dilakukan di hadapan
pejabat yang berwenang; syarat subyektif dan obyektif harus dipenuhi, TKI harus memperpanjang jangka
waktu perjanjian kerja yang telah berakhir jika masih ingin bekerja di luar negeri, dan TKI yang pindah
kerja harus membuat perjanjian kerja baru.

Abstract

The work agreement has important function to protect Indonesian migrant workers. Therefore, Law Number
39/2004 has regulated many aspects of working agreement. In fact, the work agreement has not be able to do its
function optimally because the work agreement has a standard form and its substance is determined by the user that
it is not fair. The subjective condition of Indonesian migrant worker is not fulfilled because the Indonesian migrant
worker is still under age. the signing of the work agreement is not in front of the government officer. The time period
of the work agreement does not be extended when it is over. The work agreement is not renewed if the Indonesian
migrant worker has a new user or a new job. A lot of efforts need to be done to optimalize the work agreement
such as PPTKIS must be carefull in making a placement coordination agreement because that agreement becomes
reference to make a work agreement. The Embassy officer must selective to approve the work agreement. The
signing of the work agreement must be in front of the government officer. The subjective and objective conditions of
the work agreement must be fulfilled. The work agreement must be extended when the time period is over. The work
agreement is also renewd when The Indonesian migrant workers has a new user or a new job.
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SENGKETA TANAH PARTIKELIR

Luthvi Febryka Nola
Abstrak

Tulisan ini menjelaskan tentang penyebab, tipologi dan upaya penyelesaian sengketa atas tanah partikelier.
Penyebab sengketa tanah partikelir ada yang langsung dan adapula tidak langsung berhubungan dengan
tanah partikelir. Tipologi sengketa partikelir terbagi atas 2 kelompok besar yang saling berkaitan yaitu tipologi
berdasarkan permasalahan dan berdasarkan aktor. Terhadap sengketa dapat diupayakan penyelesaian secara
administratif, alternatif penyelesaian sengketa atau melalui jalur pengadilan. Penyelesaian administratif
dapat diterapkan pada sengketa vertikal sederhana. Sedangkan alternatif penyelesaian sengketa sesuai
diterapkan pada sengketa bertipe horizontal. Untuk sengketa vertikal dan segitiga lebih tepat diselesaikan
di pengadilan.

Abstract
This paper describes the cause, typology and settlement partikelier dispute. The causes of dispute could be related
with direct and indirect partikelier land. The typology of dispute divided based on problem and actor. The settlement
of dispute can be through administrative settlement, alternative dispute resolution or the courts. Administrative
settlement could be applied to wvertical simple dispute. While alternative dispute resolution was applied to the
horizontal dispute. For vertical and triangular disputes were resolved in court.
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KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012

Novianto M. Hantoro

Abstrak

Mahkamah Konstitusi telah menetapkan putusan yang mengabulkan sebagian permohonan DPD berkenaan
dengan kewenangannya di bidang legislasi. Dengan menggunakan kerangka pemikiran bikameralisme dan
penafsiran konstitusi, tulisan ini menganalisis bagaimana MK melakukan penafsiran tentang kewenangan
legislasi DPD dan bagaimana melaksanakan putusan tersebut. MK menafsirkan bahwa DPD memiliki
kewenangan untuk membahas Prolegnas, mempunyai kedudukan yang sama dengan Presiden dalam hal
pengajuan RUU kepada DPR, dan tidak hanya memberikan pandangan melainkan ikut membahas RUU
bersama dengan Presiden dan DPR. Namun menurut MK, DPD tetap tidak equal dengan DPR karena
permohonan untuk memberi persetujuan terhadap RUU dan kewenangan lebih dari sekedar memberikan
pertimbangan terhadap RUU APBN, ditolak. Meskipun Putusan MK sifatnya langsung dapat dilaksanakan,
namun secara sistematis dan komprehensif perlu adanya koordinasi dengan Presiden dan DPR untuk
mengatur lebih lanjut mekanismenya. Secara ideal, hal ini perlu dirumuskan dalam undang-undang, namun
untuk keperluan jangka pendek bisa dilakukan melalui pembentukan Peraturan Bersama.

Abstract

The Constitutional Court has decided to grant for in part of the petition of the Regional Representative Council
(DPD) with respect to its authority in the field of legislation. By using the framework on bicameralism and
constitutional interpretation, this paper analyzes how the Court to interpret legislative authority of DPD and how
to implement the decision. The Court interpreted DPD has the authority to discuss Prolegnas, have the same status
as the president in terms of submission of the bill to the House, and not only provides a view but come together to
discuss the bill with the President and Parliament. But according to the Court, the DPD remain not equal with the
House because the petition for approval of the bill and gave authorities more than just giving consideration to the
state budget bill, was rejected. Although the Constitutional Court’s decision executeable or can be implemented
directly, but it still need for coordination with the President and the Parliament to regulate further the mechanism as
system. Ideally, this needs to be formulated in the law, but for the purposes of short-term can be done through the
formation of the Joint Rules.
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URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002
TENTANG PENYIARAN

Denico Doly
Abstrak

UU Penyiaran merupakan landasan hukum bagi lembaga penyiaran maupun regulator dibidang penyiaran
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pengaturan dalam UU Penyiaran tidak lagi dapat
menjangkau seluruh aspek kegiatan penyiaran di Indonesia. Pengaturan dalam UU Penyiaran masih
dianggap lemah oleh berbagai kalangan. Kelemahan dalam UU Penyiaran terkait dengan upaya pelemahan
KPI, Sistem Siaran Berjaringan yang tidak terlaksana, lemahnya status kelembagaan LPE, lemahnya
pengaturan tentang LPK, dan belum terlaksananya pembatasan kepemilikan LPS. Oleh karena itu, perlu
adanya perubahan mendasar bagi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terkait
dengan upaya penguatan KPI, penegasan kembali sistem siaran jaringan, penguaran kelembagaan LPS,
penguatan LPK dan penegasan pembatasan kepemilikan LPS.

Abstract

Broadcasting Act is the legal basis for broadcasters and regulators in the field of broadcasting in carrying out their
duties and responsibilities. Setting the Broadcasting Act are no longer able to reach dll aspects of broadcasting
activities in Indonesia. The setting in the Broadcasting Act is still considered weak by many things. Weakness in the
Broadcasting Act related to the weakening of the KPI effort, Networked Broadcast System that do not materialize,
the weak institutional status of LPD weak regulation of LPK, and not realize the implementation of restritions on
the ownership of LPS. Therefore, the need for fundamental changes to the Law No. 32 Year 2002 on Broadcasting
associated with efforts to strengthen KPI. Reaffirmation network broadcast system, institutional strengthening LPR
reinforcement pf LPK, and assertion of ownership restriction LPS.
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UNDANG-UNDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENDANAAN TERORISME DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Monika Suhayati
Abstrak

Pendanaan merupakan salah satu unsur utama dalam pelaksanaan kegiatan terorisme. Undang-Undang
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme mengatur mengenai upaya
pemberantasan tindak pidana terorisme dengan menggunakan sistem dan mekanisme penelusuran aliran
dana (follow the money). Pelaksanaan pemblokiran aliran dana terorisme dan penempatan dalam daftar
terduga teroris , dan organisasi teroris yang diatur dalam undang-undang tersebut rentan terhadap terjadinya
pelanggaran hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara hukum wajib memberikan pengakuan dan
penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dijamin melalui undang-undang. Undang-Undang tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme telah memberikan perlindungan
terhadap hak asasi manusia yaitu dengan pengaturan mengenai pengajuan keberatan atas pemblokiran
aliran dana terorisme dan penempatan dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, pengecualian
pemblokiran aliran dana terorisme, pemulihan nama baik dan hak untuk mendapatkan kompensasi dan/
atau rehabilitasi, dan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dilakukannya pemblokiran dan
pencantuman dalam daftar terduga teroris.

Abstract

Funding is one of the main elements in the implementation of terrorist activities. Law on the Prevention and
Eradication of Terrorism Financing governing eradicating terrorism by using the system and tracing the flow of
funds mechanism (follow the money). Implementation of blocking the flow of terrorist funds and placement on the
list of suspected terrorists and terrorist organizations which are regulated in the legislation is vulnerable to human
rights violations. Indonesia as a rule of law state is obliged to give recognition and respect to human rights which
guaranteed by law. Law on the Prevention and Eradication of Terrorism Financing has provided protection against
human rights, namely the regulation on filing of an objection to the blocking of the flow of funds terrorism and
placement on the list of suspected terrorists and terrorist organizations, the exception blocking the flow of terrorist
funds, vindication and the rights for compensation and/or rehabilitation, and the establishment of the Central
Jakarta District Court to do the blocking and the inclusion in the list of suspected terrorists.
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